BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui Litigasi
dan Non-Litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dinilai kurang efektif, hal
ini dikarenakan proses penyelesaian yang memakan waktu cukup lama, biaya cukup
besar, serta putusan yang dihasilkan bersifat adversarial, dimana keputusan
tersebut tidak mampu merangkul seluruh kepentingan para pihak. Hal ini
dikarenakan putusan bersifat “win lose solution”’, yang mengharuskan adanya pihak
yang menang dan kalah.! Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui Non-
litigasi dilakukan melalui perundingan para pihak hingga menghasilkan suatu
kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Kesepakatan tersebut bersifat
“win-win solution” sehingga tidak ada pihak yang menang maupun kalah. Serta
pelaksanaannya jauh lebih cepat, efektif, dan biaya yang diperlukan lebih murah.

Di dalam Pancasila sila ke-empat telah disebutkan bahwa upaya penyelesaian
suatu perkara dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang
diliputi oleh rasa kekeluargaan.? Hal ini berarti dalam suatu penyelesaian perkara
terlebih dahulu harus dilakukan melalui perundingan atau perdamaian antara para
pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Selain dalam Pancasila, agama Islam juga
mengatur mengenai penyeleseian suatu perkara melalui jalur perundingan atau

perdamaian, hal ini dapat dilihat dalam beberapa firman Allah SWT, diantaranya
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yaitu sebagai berikut :
Surah Al Hujurat ayat 9°
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“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara
keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang
lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu
kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah
Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil.
Sungguh, Allah mencintai orang — orang yang berlaku adil”
Surah Al Anfal ayat 61*
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"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya
dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui."

Salah satu metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui jalur
Non-litigasi yaitu dengan Mediasi. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian
sengketa melalui kesepakatan bersama antara para pihak yang didampingi oleh
seorang mediator yang bersikap netral serta tidak memutus sengketa para pihak,
namun keberadaannya hanya sebagai fasilitator untuk menjembatani terlaksananya

dialog antar pihak dengan suasana terbuka, kejujuran, serta tukar pendapat untuk
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tercapainya mufakat.

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa memiliki
karakteristik yang lebih lentur dibandingkan dengan mekanisme litigasi. Selain itu
hasil dari pelaksanaan mediasi ini berupa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah
pihak yang berperkara, dimana kesepakatan tersebut bersifat “win-win solution”.
Mediasi banyak dipilih untuk menyelesaikan sengketa karena mediasi memiliki
banyak kelebihan® diantaranya yaitu pertama, penyelesaian sengketa melalui
mediasi terkesan lebih luwes dan para pihak tidak dituntut dalam keformalitasan
seperti halnya penyelesaian segketa di Pengadilan, hal ini terjadi karena mediasi
tidak diatur secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Kedua,
pelaksanaan mediasi bersifat tertutup, sehingga kerahasiaan para pihak terjamin.
Ketiga, para pihak secara langsung berperan serta dalam perundingan serta tawar-
menawar untuk menyelesaikan masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum.
Keempat, dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi para pihak tidak hanya
dapat membahas aspek hukum saja, namun juga segala aspek yang berkaitan
dengan sengketa dapat dibahas, dan. Kelima, hasil dari mediasi ini bersifat win-win
solution. Selain itu mediasi juga memberikan akses kepada para pihak yang
bersengketa untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang
dihadapi.’

Seiring perkembangan zaman, tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa suatu
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permasalahan atau perkara juga semakin meningkat dan semakin kompleks. Tak
hayal dengan perkara yang harus diselesaikan melalui jalur hukum/Pengadilan
(litigasi). Banyaknya perkara yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi tentu
membuat Pengadilan harus bekerja lebih ekstra agar tidak terjadi penumpukan
perkara di Pengadilan. Salah satu cara yang ditempuh oleh Pengadilan agar tidak
terjadi penumpukan perkara tersebut yaitu dengan mengintegrasikan mediasi
sebagai bagian dari proses beracara di Pengadilan. Pengintegrasian mediasi
kedalam proses beracara di Pengadilan dianggap sebagai instrument yang paling
efektif dalam  mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan. Selain itu
pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan ini akan
memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian
suatu perkara disamping proses Pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).®
Sebagai tindak lanjut dari pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara
di Pengadilan tersebut akhirnya pada tahun 2003 Mahkaham Agung menerbitkan
Peraturan Mahkamah Agung berupa Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan. Penerbitan Perma ini sebagai salah satu upaya
institusionalisasi lembaga, yang mana awalnya mediasi sebagai suatu metode
penyelesaian sengketa pada lembaga Non-litigasi sekarang mediasi juga sebagai
metode penyelesaian perkara pada lembaga litigasi. Lebih dari itu Perma ini juga
memperkuat upaya perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 130
HIR/Pasal 154 RBg. Pernyataan ini dipertegas dalam Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun

2003 yang berbunyi “Semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat

8 Syahrizal Abbas, 2017, “Mediasi Dalam Hukumsyariah, Hukum Adat, Dan Hukum
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pertama wajib untuk terlebih dahulu diseleseikan melalui perdamaian melalui
bantuan mediator”.® Namun setelah beberapa tahun pelaksanaan Perma Nomor 2
Tahun 2003 terdapat beberapa masalah yang menyebabkan ketidakefektifan
pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Sehingga Mahkamah Agung menyempurnakan
Perma tersebut dengan diterbitkannya Perma baru yaitu Perma Nomor 1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salah satu alasan diterbitkan Perma
ini adalah sebagai upaya untuk mempermurah, mempercepat, dan mempermudah
penyelesaian suatu perkara serta memberikan akses yang lebih mudah kepada para
pencari keadilan.°

Namun perubahan ini pun dalam pelaksanaannya juga masih belum sesuai
dengan yang diharapankan oleh Mahkamah Agung, yaitu hanya sekitar 4%
keberhasilan mediasi dari keseluruhan perkara yang ada di Pengadilan baik
Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama. Meskipun demikian Mohammad
Saleh selaku wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dalam Konverensi
Asia Pacific Mediation Forum Ke-7 mengatakan bahwa ‘“Meskipun fakta terkait
pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2008 mengecewakan, namun hal tersebut dapat
diatasi dengan diciptakannya peraturan baru yang lebih progresif, sehingga mampu
mendorong para pihak untuk melakukan mediasi secara sungguh-sungguh”.!!

Dengan demikian akhirnya pada Februari 2016 Mahkamah Agung

menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 sebagai pengganti dari Perma Nomor 1
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Tahun 2008. Perma terbaru ini mengklaim bahwa perubahan Perma tersebut
sebagai pengoptimalisasian dari fungsi lembaga peradilan sebagai lembaga
penyelesaian sengketa serta memperbaiki kualitas dan kuantitas agar lebih berhasil
dari peraturan sebelumnya.'? Dengan disempurnakannya Perma Nomor 1 tahun
2016 ini diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam pelaksanan mediasi di
Pengadilan, mampu meningkatkan keberhasilan dari instrument mediasi tersebut,
serta pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan efektif.

Dalam proses mediasi di Pengadilan ini setiap pihak yang berperkara
diwajibkan melakukan mediasi pada hari pertama sidang. Hal ini dilakukan sebagai
jalan untuk mencari kesepakaan antar para pihak sebelum dilakukannya
persidangan selanjutnya. Diharapkan dari pelaksanaan mediasi ini para pihak yang
berperkara dapat mencapai kesepakatan, sehingga tidak perlu melakukan
persidangan selanjutnya, dengan demikian hal tersebut otomatis akan pengurangan
penumpukan perkara di Pengadilan. Setelah proses mediasi ini ditempuh, para
pihak diharuskan menghadap hakim pada hari sidang selanjutnya yang telah
ditentukan untuk menyampaikan hasil dari mediasi yang telah dilakukan. Apabila
dari pelaksanaan mediasi tersebut para pihak telah mencapai kesepakatan, maka
para pihak tersebut dapat meminta penetapan dari Pengadilan dalam bentuk Akta
Perdamaian. Kekuatan dari akta perdamaian ini sama dengan kekuatan suatu
putusan hakim, yaitu berkekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde). Intervensi
seorang hakim disini sangat kecil, hakim hanya berperan sebagai pembuat akta

perdamaian yang dijatuhkan sebagai putusan Pengadilan dimana amarnya berisi
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menghukum para pihak untuk menaati dan memenuhi isi perdamaian tersebut.™
Namun apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, maka persidangan
akan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara.'*

Mulanya pelaksanaan mediasi di Pengadilan ini bersifat sukarela
(voluntary), namun seiring pelaksanaannya justru mediasi ini bersifat memaksa
(compulsory).®® Dapat dikatakan demikian karena dalam pelaksanaannya mulai
dibuat peraturan-peraturan baru yang didalamnya mengharuskan pelaksanaan
mediasi sebelum dilakukannya pemeriksaan perkara. Peraturan ini sebagai payung
hukum terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

Semangat Mahkamah Agung untuk membantu masyarakat dalam
menyeleseikan sengketa perdata mereka dengan waktu yang cepat dan biaya yang
ringan ini sangat terlihat dengan diterbitkannya Perma tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan beserta perubahan — perubahannya tersebut. Pengintensifan dan
pengintegrasian mediasi kedalam prosedur berperkara di Pengadilan ini diharapkan
mampu memberikan kepastian, kelancaran, dan ketertiban dalam proses
perdamaian para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata.!® Dalam
peraturan tersebut benar-benar ditekankan bahwa apabila terdapat perkara yang
masuk ke Pengadilan tanpa melakukan tahap mediasi terlebih dahulu, maka perkara
tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Dalam pelaksanaan Perma diatas dalam tatanan teoritis dan praktis

13 M Yahya Harahap, 2005, “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan”, Jakarta : Sinar Grafika, HIm. 239.
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senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam, terutama untuk tujuan
penerapan yang lebih komprehensif. Eksistensi mediasi dalam pengkajian dari
dimensi praktik maka akan membuat mediasi berkorelasi dengan pencapaian di
dunia peradilan. Terhadap Perma Nomor 1 tahun 2008 dengan Perma Nomor 1
tahun 2016 tentunya terdapat perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan
judul “STUDI KOMPARASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DENGAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di

Pengadilan Agama Magetan)”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan
ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana pengaruh mediasi terhadap tingkat perbandingan keberhasilan
rujuk dalam penyelesaian perkara perceraian berdasarkan Perma Nomor 1
Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama

Magetan?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Magetan ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1

Tahun 2016.



2. Untuk mengetahui pengaruh mediasi terhadap tingkat perbandingan
keberhasilan rujuk dalam penyelesaian perkara perceraian berdasarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan

Agama Magetan.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas terkait ilmu dibidang hukum
khususnya yang berkaitan dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan. Serta
dapat menjadi referensi terhadap penelitian — penelitian sejenis dimasa
mendatang.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah
wawasan masyarakat atau pembaca mengenai efektivitas pelaksanaan
mediasi di Pengadilan ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma
Nomor 1 Tahun 2016 serta pengaruh mediasi terhadap tingkat perbandingan
keberhasilan rujuk dalam penyelesaian perkara perceraian berdasarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan

Agama Magetan.



10

E. Kerangka Pemikiran

&

.

Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

merupakan perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan. Perubahan ini dilakukan karena masih banyaknya kekurangan yang
terdapat pada Perma sebelumnya. Dan diharapkan perubahan ini mampu
mengefektifkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Namun setelah beberapa tahun
berlaku, pelaksanaan atas Perma Nomor 1 Tahun 2008 ini dinilai tidak sesuai
dengan yang diharapkan. Akhirnya pada tahun 2016

Mahkamah Agung mengganti Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keberadaan Perma ini sebagai dasar hukum dari
pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

Menurut kamus hukum, Mediasi merupakan suatu metode penyelesaian
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sengketa yang dilakukan secara damai, dimana dalam pelaksanaanya melibatkan
pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral dan bertugas memberikan solusi
yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.!” Sedangkan Takdir
Rahmadi menjelaskan mediasi sebagai suatu penyelesaian sengketa melalui
perundingan antara para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral
serta tidak memiliki kewenangan untuk memutus.*®

Awalnya mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa dalam
lembaga Non-litigasi (di luar Pengadilan) atau biasa disebut Alternative Dispute
Resolution (ADR)/Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Yang mana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Mekanisme dari ADR ini berdasar atas kesepakatan yang
dibuat oleh para pihak dan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui
litigasi. Alternative penyelesaian sengketa melalui jalur Non- litigasi ini terus
dikembangkan, karena dalam pelaksanaanya para pihak sama- sama diuntungkan
atau hasil dari penyelesaiannya bersifat “win-win solution”, schingga tidak ada
pihak yang menang atau kalah.

Namun seiring perkembangannya, Indonesia mengintegrasikan mediasi ke
dalam prosedur beracara di Pengadilan (litigasi). Salah satu alasan dari
pengintegrasian ini yaitu karena mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa
yang sederhana, murah, dan cepat. Sehingga penyelesaian sengketa melalui mediasi

ini akan memberikan akses yang besar terhadap masyarakat luas untuk medapatkan

17 Abdurrahman Konoras, 2017, “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di
Pengadilan”, Depok : Rajawali Pers, HIm.49.
18 1bid, HIm.50
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penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan serta memuaskan bagi para pihak yang
bersengketa sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya
ringan.

Akhirnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan sebagai payung hukum
dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut dituangkan dalam
Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terhadap
Perma tersebut telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali, yaitu perubahan
pertama dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi, dan Perubahan kedua dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut mengatur tentang
pelaksanaan mediasi di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan
Agama.

Pemberlakuan Perma tersebut sebagai upaya untuk melembagakan dan
mengembangkan mediasi ke dalam konteks perdamaian di Pengadilan.*® Dengan
diberlakukannya Perma diatas diharapkan mampu mengefektifkan dan
meningkatkan keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Salah satunya
terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dengan keefektivitasan tersebut
diharapkan mampu menekan tingakat perceraian dan mampu meningkatkan

keberhasilan rujuk dari perkara perceraian tersebut.

19 Stevana Amaliana Kusen, “Hakekat Keberdaan Mediasi Sebagai Alternaif Penyelesaian
Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri”, Lex Crime Vol.V/Nomor.6/Ags/2016, HIm.16.
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F. Metode Penelitian
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian lapangan (field research) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan
terhadap obyek penelitian secara langsung untuk mengetahui dan mendapatkan
data secara jelas dan akurat.? Disini peniliti dalam memperoleh data yaitu
dengan terjun langsung ke lapangan (Pengadilan Agama Magetan). Dan
mengkolaborasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dengan
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang
sifathya memberikan gambaran/uraian terhadap suatu hal dengan apa adanya.
Dalam hal ini baik dari data tertulis, ucapan ataupun perbuatan yang dalam
diobservasi melalui wawancara, pengamatan ataupun hasil dari telaah
dokumen.?? Sehingga peneliti akan mendapatkan data yang akurat terkait
permasalahan yang diteliti.
Karena penelitian ini adalah penelitian yuridis-sosiologis, maka

peneliti memperoleh data dari pembukuan perkara di Pengadilan Agama

20 Bisri Mustofa, 2009, “Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi Dan Tesis”, Cet. Ke-
5, Yogyakarta : Panji Pustaka, HIm.3

21 Lexy J.Moleong, 2006, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Bandung : PT.Rosda Karya,
HIm.9
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Magetan dan informasi yang disampaikan oleh narasumber yang berkompeten

dibidangnya.

Bentuk dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a.

Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu
hasil dari penelitian berupa informasi dari Pengadilan Agama Magetan
yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan
Agama Magetan.

Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan
hukum primer merupakan bahan hukum yanag mempuanyai otoritas, yang
terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, serta putusan
hakim.?? Yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perma Nomor 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini berupa buku-buku literatur, artikel ilmiah, jurnal, serta hasil-
hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi
mengenai Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama

Magetan.

22 Zainuddin Ali, 2016, “Metode Penelitian Hukum ”, Jakarta : Sinar Grafika, HIm.47.
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Dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier, yaitu sebagai
penjelas atau pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Disini peneliti menggunakan kamus hukum dan ensiklopedia.

Metode Pengumpulan Data

Disini peneliti mendapatkan data yang akuran dan otentik, karena

penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkolaborasikan data

primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh

penulis adalah sebagai berikut:

1)

2)

Wawancara

Wawancara ini dilakukan dalam pengumpulan data berupa fakta-
fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris guna memperoleh data
yang benar dan akurat, serta dapat dipertanggung jawabkan
keberadaannya. Semua keterangan yang diperoleh dari wawancara
tesebut diperoleh dari narasumber yang berkompeten dalam bidangnya,
dan hasil dari wawancara tesebut dilampirakan dalam penelitian ini.
Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dimana sumber data yang
digunakan berwujud tulisan atau gambar. Yang mana sumber data
tersebut berupa dokumen resmi, majalah, buku-buku literatur, dokumen
pribadi, arsip, dan foto yang berkaitan dengan pokok permasalahan
dalam suatu penelitian.?® Penulis dalam penelitian ini menggunakan

teknik pengumpulan data dengan dokumentasi guna memperoleh serta

23 Sudarto, 2002, “Metode Penelitian Filsafat”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, HIm.71.
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memahami teori, konsep, dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan
efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan dan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan ditinjau dari Perma
Nomor.1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016.
5. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analitis, yaitu keseluruhan data dan informasi yang disampaikan oleh responden
baik yang dinyatakan dalam bentuk lisan maupun tulisan.?* Terhadap data dan
informasi yang diperoleh tersebut kemudian diuraikan dan dianalisis sebagai

hasil dari penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan dari hasil penelitian ini, penulis menyusun beberapa
bab yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun
sistematika penulisannya adalalah sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode
Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA berisi uraian yang meliputi : Tinjauan
Umum tentang Mediasi meliputi pengertian mediasi, tujuan dan manfaat mediasi,
kelebihan dan kelemahan mediasi, mediasi sebagai salah satu alternative

penyelesaian sengketa, mediasi sebagai prosedur beracara di Pengadilan. Tinjauan

24 Zainudin Ali, Op.Cit, HIm.107.
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Umum tentang Perma meliputi penjelasan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dan penjelasan Perma Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan Tinjauan Umum tentang Teori
Efektivitas meliputi pengertian efektivitas, dan teori efektivitas hokum.

BAB IIl HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang
analisis dari hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya meliputi penjabaran
mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan ditinjau
dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta pengaruh
mediasi terhadap tingkat perbandingan keberhasilan rujuk dalam penyelesaian
perkara perceraian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1
Tahun 2016 di Pengadilan Agama Magetan

BAB IV PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil

pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.
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